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PENDAHULUAN
Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi digital telah membawa transformasi signifikan dalam berbagai
aspek kehidupan, termasuk dalam sistem pembayaran (Setiawan, 2022). Di Indonesia, salah
satu inovasi penting dalam bidang ini adalah penerapan Quick Response Code Indonesian
Standard (QRIS), sebuah standar kode QR yang dikembangkan oleh Bank Indonesia dan Asosiasi
Sistem Pembayaran Indonesia untuk memfasilitasi transaksi nontunai yang lebih efisien dan
terintegrasi (Bank Indonesia, 2023). Sejak diluncurkan pada 17 Agustus 2019, QRIS telah
menjadi solusi pembayaran digital yang semakin populer di kalangan pelaku usaha, terutama
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) (Suryani, 2021).

Menurut data dari Bank Indonesia, hingga Oktober 2023, jumlah merchant yang telah
mengadopsi QRIS mencapai 29,6 juta, dengan 92% di antaranya merupakan UMKM (Bank
Indonesia, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas pelaku usaha kecil dan menengah di
Indonesia telah mulai beralih ke sistem pembayaran digital melalui QRIS (Rahmawati, 2022).

Dalam keuangan Islam, penerapan teknologi pembayaran digital seperti QRIS
menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah (Fauzi &
Hidayat, 2021). Keuangan Islam menekankan pada transaksi yang bebas dari riba (bunga),
gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi) (Antonio, 2019). Oleh karena itu, penting
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untuk memastikan bahwa implementasi QRIS dalam transaksi keuangan tidak melanggar
prinsip-prinsip tersebut (Nasution, 2020).

Beberapa penelitian telah dilakukan untuk menganalisis dampak dan tantangan
implementasi QRIS dalam perspektif keuangan Islam (Syafii, 2022). Misalnya, sebuah studi
yang berfokus pada UMKM di Kota Takengon menemukan bahwa penerapan QRIS secara
signifikan meningkatkan efisiensi transaksi melalui percepatan proses pembayaran digital dan
peningkatan daya saing usaha (Siregar, 2022). Namun, penelitian tersebut juga
mengidentifikasi tantangan seperti dominasi pembayaran tunai, rendahnya literasi digital di
kalangan pelaku UMKM, dan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi yang belum
merata (Putri, 2021).

Selain itu, sebuah penelitian lain yang dilakukan di Banda Aceh mengungkapkan bahwa
adopsi QRIS pada sistem pembayaran meningkatkan kemudahan dalam bertransaksi, efisiensi
operasional usaha, dan memberikan akses cepat ke data transaksi (Fadilah, 2021). Namun,
penelitian ini juga mencatat bahwa transaksi menggunakan QRIS pada UMKM sektor makanan
dan minuman di Banda Aceh masih tergolong rendah, menunjukkan perlunya upaya lebih
lanjut dalam mendorong adopsi QRIS di kalangan pelaku usaha tersebut (Hasanah, 2022).

Dari perspektif hukum lIslam, penting untuk memastikan bahwa sistem pembayaran
digital seperti QRIS memenuhi prinsip-prinsip syariah (Kurniawan, 2020). Sebuah penelitian
menyoroti bahwa dalam hukum Islam, sistem pembayaran harus memenuhi aturan tertentu
agar transaksi dianggap sah dan terhindar dari unsur haram dan riba (Ismail, 2019). Praktik
pembayaran digital melalui QRIS melibatkan akad ijarah (sewa) dan jual beli, yang harus
sesuai dengan ketentuan syariah (Zainuddin, 2021).

Meskipun QRIS menawarkan berbagai manfaat, tantangan dalam implementasinya tidak
dapat diabaikan (Mustofa, 2021). Salah satu kendala utama adalah rendahnya literasi
keuangan digital di kalangan masyarakat dan pelaku UMKM (Lestari, 2022). Hal ini
menghambat adopsi teknologi pembayaran digital dan menimbulkan kekhawatiran terkait
keamanan dan kepercayaan dalam menggunakan sistem tersebut (Susanto, 2021).

Selain itu, infrastruktur pendukung seperti jaringan internet yang belum merata di
berbagai daerah juga menjadi hambatan dalam penerapan QRIS secara luas (Yusuf, 2023).
Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, lembaga
keuangan, dan penyedia layanan teknologi untuk meningkatkan literasi digital, membangun
infrastruktur yang memadai, dan memastikan bahwa sistem pembayaran digital yang
diterapkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Prasetyo, 2022).

Secara keseluruhan, penerapan QRIS dalam keuangan Islam menawarkan peluang besar
untuk meningkatkan efisiensi dan inklusivitas keuangan (Hidayat, 2023). Namun, keberhasilan
implementasinya bergantung pada kemampuan untuk mengatasi tantangan yang ada dan
memastikan kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah (Arifin, 2021). Dengan pendekatan yang
tepat, QRIS dapat menjadi alat yang efektif dalam mendukung pertumbuhan UMKM dan
memperkuat sistem keuangan Islam di Indonesia (Mahmud, 2022).

Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, beberapa permasalahan yang akan
dibahas dalam penelitian ini antara lain:
1. Bagaimana implementasi QRIS dalam sistem pembayaran keuangan Islam dan sejauh mana
sistem ini dapat mendukung transaksi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah?
2. Apa saja tantangan yang dihadapi oleh pelaku usaha dan konsumen dalam mengadopsi
QRIS sebagai metode pembayaran yang sesuai dengan kaidah-keidah syariah?
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Tujuan Penelitian
Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi QRIS dalam sistem pembayaran keuangan Islam dan
sejauh mana sistem ini dapat mendukung transaksi yang sesuai dengan prinsip-prinsip
syariah.

2. Untuk mengetahui tantangan yang dihadapi oleh pelaku usaha dan konsumen dalam
mengadopsi QRIS sebagai metode pembayaran yang sesuai dengan kaidah-keidah syariah.

KAJIAN TEORITIS
Pembayaran Digital

Digital payment atau pembayaran digital sudah menjadi hal yang sangat umum dan
populer di era modern ini. Pembayaran digital dilakukan dengan menggunakan alat
pembayaran elektronik seperti kartu kredit, ewallet, QR code, atau mobile banking. Dalam
pembayaran digital, uang atau nilai pembayaran disimpan dalam bentuk informasi digital dan
diproses secara elektronik melalui jaringan internet atau teknologi nirkabel lainnya. Proses
pembayaran dilakukan dengan memindahkan informasi digital dari pembeli ke penjual atau
penerima pembayaran (Nuha dkk., 2020).

Perusahaan fintech digital payment adalah perusahaan yang menyediakan layanan
pembayaran digital yang lebih praktis, cepat, dan murah dibandingkan dengan metode
pembayaran tradisional. Perusahaan fintech digital payment umumnya menyediakan layanan
dalam bentuk dompet virtual atau e-wallet yang dapat diakses melalui aplikasi mobile atau
website (Sudaryo dkk., 2020).

Fungsi Pembayaran Digital
Menurut Hoetoro & Sastra (2020) adapun kegunaan pembayaran digital adalah:
1. Meningkatkan keamanan pembayaran
Keamanan menjadi salah satu keunggulan dari penggunaan pembayaran digital atau
e-payment. Sistem pembayaran digital menggunakan teknologi keamanan yang canggih,
seperti enkripsi data, otentikasi dua faktor, dan sertifikat keamanan digital untuk
memastikan transaksi yang dilakukan aman dan terlindungi dari serangan peretas.
2. Memberikan keamanan bertransaksi dibandingkan dengan tunai
Pembayaran digital juga memungkinkan adanya proses otomatisasi yang lebih
efisien dan akurat dalam pencatatan transaksi keuangan. Dengan demikian, pengguna
dapat memantau secara real-time aliran kas mereka, termasuk pengeluaran dan
pemasukan, sehingga dapat mempermudah pengelolaan keuangan. Selain itu, pembayaran
digital juga memudahkan pembayaran tagihan secara rutin seperti tagihan listrik,
telepon, internet, dan lainnya, sehingga mengurangi risiko terlambat bayar atau lupa
membayar.

Risiko Pembayaran Digital

Bahaya yang terjadi tidak tercakup oleh penggunaan pembayaran digital (Ginantara
dkk., 2020). Berikut ini adalah beberapa bahaya yang terkait dengan penerapan pembayaran
digital:

1. Terdapat kemungkinan terjadi kegagalan transaksi pada pembayaran digital meskipun
dana telah terpotong. Kegagalan transaksi bisa terjadi karena berbagai faktor, seperti
koneksi internet yang buruk atau terputus, sistem error pada aplikasi atau platform
digital payment yang digunakan.

2. Keamanan data konsumen merupakan salah satu masalah yang seringkali dihadapi dalam
penggunaan pembayaran digital. Penggunaan jaringan Wi-Fi pada tempat umum yang
tidak aman dapat memungkinkan terjadinya pencurian data konsumen oleh para
cybercriminal.
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Quick Response Code Indonesian Standart (QRIS)

Kode QR Indonesia atau QRIS kini resmi didukung oleh Bank Indonesia. Setiap
Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) Berbasis QR wajib memenuhi persyaratan
Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) No. 21/18/2019 tentang Penerapan Standar
Internasional QRIS untuk Pembayaran dengan Menggunakan QRIS yang diatur oleh Bank
Indonesia. Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia dan Bank Indonesia bersama-sama
menciptakan satu-satunya standar pembayaran QR Code untuk sistem pembayaran di
Indonesia, yang dikenal sebagai QRIS atau ASPI (Kusumaningtyas, 2020).

QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) adalah standar QR Code untuk dompet
elektronik, mobile banking, dan aplikasi uang elektronik berbasis server (Ningsih dkk., 2021).
QR Code dapat digunakan untuk mengakomodasi berbagai jenis layanan pembayaran, tetapi
untuk memastikan interoperabilitas dan efisiensi, Standar Nasional QR Code diperlukan.
Dengan adopsi Standar Nasional QR Code, kode QR dapat digunakan secara konsisten oleh
berbagai penyedia layanan pembayaran, sehingga mengurangi risiko fragmentasi industri
sistem pembayaran dan memudahkan penggunaan pembayaran nontunai nasional. Standar
Nasional QR Code mencakup aturan dan protokol yang ditetapkan oleh otoritas regulasi dan
industri, yang menetapkan standar format, struktur data, dan teknologi yang digunakan
dalam pembuatan kode QR. Ini memungkinkan QR Code yang sama dapat digunakan oleh
berbagai penyedia layanan pembayaran, serta memudahkan penggunaan pembayaran
nontunai di seluruh wilayah dengan teknologi yang sama (Mayanti, 2020).

Tujuan utama dari adanya QRIS adalah untuk mempermudah transaksi pembayaran
digital bagi masyarakat dan memungkinkan pengawasan oleh regulator dari satu pintu. QRIS
diciptakan sebagai upaya untuk menciptakan "satu sistem untuk semua model pembayaran”
yang dapat digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Maka QRIS bisa digunakan di semua
merchant yang kerja sama dengan PJSP seperti OVO, LinkAja, Gopay, DANA, Bukalapak, dan
lainnya (Sriekaningsih, 2020).

Perkembangan QRIS di Indonesia makin meningkat dan semakin banyak merchant yang
telah bergabung menggunakan QRIS. Bank indonesia selaku yang mengeluarkan dan
mengembangkan QRIS berkomitmen untuk terus memperluas penggunaan QRIS, salah satunya
menfasilitasi penggunaan QRIS dipasar maupun pusat perbelanjaan lainnya. Untuk
mewujudkan komitmen tersebut Bank Indonesia dan Kementerian Perdagangan Indonesia
bekerja sama dalam program pasar dan pusat perbelanjaan SIAP (Sehat, Inovatif, dan Aman
Pakai) dengan tujuan untuk meningkatkan kesehatan, inovasi, dan keamanan dalam
lingkungan pasar dan pusat perbelanjaan di Indonesia. Peningkatan kegiatan transaksi dipasar
dan pusat perbelanjaan akan mendatangkan maanfaat seperti pemulihan ekonomi nasional.

Quick Response Code Indonesian Standart dalam Perspektif Islam

Seiring berjalannya waktu, metode pembayaran dengan uang telah berkembang
menjadi sesuatu yang lebih praktis yang tidak berbentuk fisik, melainkan berbentuk kode
digital yang disimpan di server, kartu chip, atau smartphone seseorang. Ini disebut sebagai
uang elektronik (e-money) atau mata uang digital (digital currency).

Dompet digital adalah hal baru dalam sistem pembayaran. Dalam pandangan
Islam,khususnya dalam bidang muamalah memegang prinsip “pada dasarnya dalam hal
muamalah semuanya itu diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya”, sehingga Islam
memandang suatu perubahan sebagai sunatullah (Kusumaningtyas, 2020). Islam juga tidak
mengutuk pencatutan dari layanan uang elektronik, karena yang dilarang adalah mencoba
membeli uang dengan uang, tetapi dengan uang elektronik ini, pengguna membeli layanan
"transaksi sederhana” penerbit. jasa memperoleh keuntungan dari jasa yang mereka jual,
sedangkan konsumen memperoleh keuntungan dari kemudahan penyedia jasa (Nuha dkk.,
2020).
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Uang elektronik hukumnya boleh, didasarkan kepada dalil Al-Quran surah:

An-Nisa: 29
25 2,85 o Y Il oy Kl el i, =il glle
o= 8% oSN 0] Jaddb esmip (NG IS B Y sl T 2l gl
P N L AR (T LR S SR
D) (O8I O (Sl 138N A o1
Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan
harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan
perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan
janganlah kamu membunuh dirimuSesungguhnya Allah adalah Maha

Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisa’: 29)

Berdasarkan ayat Al-Quran sebelumnya, orang boleh melakukan muamalah dalam
bidang ekonomi asalkan dilakukan dengan benar dan tidak melanggar syara, namun
perdagangan adalah batil jika mengandung unsur MAGRIB, yang merupakan singkatan dari
maisir , gharar, riba, dan batil. Di sisi lain, berdasarkan kesenangan bersama, kejujuran
bersama, persetujuan bersama, dan melakukannya dengan sukarela, bukan karena paksaan
(Tarigan, 2012).

Hukum dompet digital adalah diperbolehkan dan legal karena adanya dompet digital
yang memudahkan transaksi ketika masyarakat tidak membawa uang tunai. Namun, tetap
memperhatikan syariat Islam saat menggunakannya. Soal halal dan haram dompet digital,
sebenarnya kembali lagi ke pengguna dompet digital. Secara umum, pihak online memberikan
informasi khusus konsumen tentang persyaratan penggunaan, yang harus disetujui (Nuha dkk.,
2020).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur untuk menganalisis implementasi
QRIS dalam sistem pembayaran keuangan Islam dan tantangan yang dihadapi dalam
memastikan kepatuhannya terhadap prinsip-prinsip syariah. Studi literatur adalah metode
yang mengkaji dan mengevaluasi berbagai referensi atau sumber tulisan yang telah ada,
seperti buku, artikel jurnal, laporan penelitian, dan dokumen lainnya yang relevan dengan
topik yang diteliti (Hassan & Lewis, 2007). Dalam hal ini, studi literatur akan dilakukan
dengan cara mengumpulkan, menganalisis, dan menyimpulkan informasi yang terdapat dalam
sumber-sumber tersebut, guna memperoleh gambaran yang jelas tentang penerapan QRIS
dalam konteks keuangan syariah.

Proses penelitian dimulai dengan pencarian dan seleksi sumber-sumber literatur yang
relevan dengan topik penelitian, seperti artikel tentang teknologi pembayaran, QRIS, ekonomi
syariah, dan regulasi terkait implementasi QRIS dalam sistem pembayaran Islam. Sumber-
sumber ini akan dikumpulkan dari berbagai database ilmiah, seperti Google Scholar, JSTOR,
dan ScienceDirect, serta dari publikasi yang diterbitkan oleh lembaga-lembaga terkait,
seperti Bank Indonesia, Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI), dan lembaga-lembaga keuangan
syariah lainnya (Suryanto & Wibowo, 2020).

Setelah sumber-sumber literatur dikumpulkan, penulis akan melakukan analisis
terhadap konten yang ada, dengan fokus pada dua hal utama: pertama, bagaimana QRIS
diimplementasikan dalam sistem pembayaran keuangan Islam, dan kedua, tantangan yang
dihadapi oleh pelaku usaha dan konsumen dalam mengadopsi QRIS sesuai dengan prinsip-
prinsip syariah. Dalam tahap ini, penulis akan mengevaluasi bagaimana sistem pembayaran
QRIS berfungsi dalam konteks syariah, apakah transaksi yang dilakukan sudah memenuhi
prinsip-prinsip syariah seperti larangan riba, gharar, dan maysir, serta apa saja tantangan
yang harus diatasi oleh pelaku usaha untuk mematuhi ketentuan ini (Hassan & Lewis, 2007).
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Selain itu, penulis akan mengidentifikasi dan menganalisis regulasi dan kebijakan yang
telah diterapkan oleh Bank Indonesia, DSN-MUI, dan lembaga-lembaga lain yang mengatur
penggunaan QRIS dalam ekosistem ekonomi syariah. Penulis juga akan menggali referensi
mengenai adopsi teknologi digital oleh pelaku UMKM di Indonesia, terutama terkait dengan
literasi digital dan penerapan prinsip-prinsip syariah dalam transaksi (Ariff & Igbal, 2014).

Metode analisis dalam penelitian ini akan bersifat kualitatif, dengan pendekatan
deskriptif. Penulis akan merangkum dan membandingkan berbagai temuan yang ada dalam
literatur untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif mengenai implementasi QRIS
dalam sistem pembayaran keuangan Islam dan tantangan yang dihadapi dalam penerapannya
(Bank Indonesia, 2021).

TEMUAN DAN PEMBAHASAN
Implementasi QRIS dalam Sistem Pembayaran Keuangan Islam dan Kepatuhannya terhadap
Prinsip-Prinsip Syariah

QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) adalah suatu sistem pembayaran
berbasis digital yang menggunakan QR code untuk mempermudah proses transaksi non-tunai.
Inovasi ini hadir sebagai respons terhadap kebutuhan masyarakat yang semakin bergantung
pada pembayaran digital yang cepat, mudah, dan efisien. QRIS diinisiasi oleh Bank Indonesia
(Bl) dan diluncurkan pada tahun 2019 untuk mendukung inklusi keuangan di Indonesia. QRIS
tidak hanya dapat digunakan oleh berbagai penyedia layanan pembayaran, namun juga
bertujuan untuk mempercepat proses digitalisasi transaksi di berbagai sektor, termasuk
sektor keuangan syariah. Dalam konteks keuangan Islam, QRIS dirancang untuk memungkinkan
transaksi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti larangan terhadap riba (bunga),
gharar (ketidakjelasan), dan maysir (perjudian), yang merupakan hal-hal yang harus dihindari
dalam setiap transaksi ekonomi Islam.

QRIS telah menunjukkan potensi besar dalam memfasilitasi transaksi yang lebih
transparan dan efisien. Sebagai sistem pembayaran yang berbasis teknologi, QRIS
memungkinkan transaksi yang lebih praktis dengan memanfaatkan perangkat digital seperti
smartphone dan aplikasi pembayaran, sehingga dapat mengurangi ketergantungan terhadap
uang tunai. Dalam kerangka ekonomi Islam, hal ini dapat diartikan sebagai bentuk efisiensi
yang sejalan dengan prinsip keadilan, yang merupakan salah satu tujuan utama dalam
keuangan syariah. Oleh karena itu, untuk memastikan bahwa QRIS dapat diterapkan dengan
benar dalam ekosistem keuangan Islam, sangat penting untuk memastikan bahwa setiap
transaksi yang dilakukan melalui QRIS tetap memenuhi syarat-syarat syariah yang telah
ditentukan.

Secara umum, sistem pembayaran QRIS memberikan manfaat dalam aspek kemudahan,
efisiensi, dan transparansi. Di dunia ekonomi konvensional, QRIS sering digunakan untuk
mempermudah transaksi antar bank dan merchant, namun dalam keuangan Islam,
penggunaan QRIS harus memperhatikan dan menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan
syariah yang berlaku. Salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan adalah penghindaran
terhadap riba, yang merupakan segala bentuk keuntungan yang diperoleh tanpa kerja atau
usaha yang adil. Dalam sistem pembayaran tradisional, praktik riba sering muncul dalam
bentuk bunga yang dikenakan pada utang-piutang, yang bertentangan dengan prinsip-prinsip
syariah. Oleh karena itu, transaksi yang dilakukan melalui QRIS harus dijamin bebas dari unsur
riba. Di sini, regulasi dan pengawasan dari pihak yang berwenang, seperti Dewan Syariah
Nasional (DSN-MUI) dan Bank Indonesia, menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa
transaksi menggunakan QRIS tidak melanggar prinsip-prinsip tersebut.

Tidak hanya itu, dalam transaksi berbasis QRIS, prinsip gharar atau ketidakjelasan juga
harus dihindari. Gharar adalah ketidakpastian atau risiko yang tidak jelas dalam suatu
transaksi, yang dapat menyebabkan ketidakadilan antara pihak yang terlibat. Misalnya, dalam
jual beli barang atau layanan, apabila terdapat ketidakjelasan dalam harga atau ketentuan
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pembayaran, maka transaksi tersebut dapat dianggap melanggar prinsip syariah. Dalam hal
ini, QRIS menawarkan solusi yang lebih jelas dan transparan karena transaksi dapat dilakukan
secara langsung melalui platform digital yang menyediakan informasi harga yang akurat dan
transparan. Namun demikian, ketidakjelasan tetap dapat muncul jika informasi yang tersedia
tidak memadai atau tidak lengkap, sehingga memerlukan pengaturan lebih lanjut terkait
mekanisme transaksi yang dilakukan melalui QRIS agar tidak menimbulkan ketidakjelasan
dalam setiap transaksi.

Selain itu, QRIS juga perlu menghindari unsur maysir, yang berhubungan dengan
perjudian atau spekulasi yang melibatkan ketidakpastian dan kerugian salah satu pihak.
Dalam konteks transaksi yang dilakukan dengan QRIS, maysir dapat terjadi jika transaksi
melibatkan unsur taruhan atau spekulasi yang tidak berdasarkan pada prinsip keadilan dan
keseimbangan. Oleh karena itu, QRIS harus dirancang sedemikian rupa agar transaksi yang
dilakukan melibatkan kegiatan yang jelas dan tidak mengarah pada spekulasi yang merugikan.
Salah satu contoh praktik yang dapat merujuk pada maysir adalah transaksi yang melibatkan
instrumen investasi yang spekulatif, seperti pasar valuta asing atau pasar saham, yang jika
tidak diatur dengan benar bisa melanggar prinsip-prinsip syariah.

Namun, meskipun QRIS memiliki potensi untuk mendukung sistem pembayaran yang
sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, implementasinya tetap menghadapi sejumlah
tantangan. Salah satu tantangan utama dalam penerapan QRIS dalam keuangan Islam adalah
bagaimana memastikan bahwa seluruh transaksi yang dilakukan melalui sistem ini benar-
benar sesuai dengan ketentuan syariah. Hal ini memerlukan pemahaman yang mendalam
tentang syariah dari berbagai pihak yang terlibat, mulai dari lembaga keuangan yang
menggunakan QRIS, hingga para pelaku usaha dan konsumen yang mengadopsi sistem
pembayaran ini. Penting untuk memiliki panduan yang jelas dan komprehensif mengenai
bagaimana menggunakan QRIS dalam transaksi yang tidak melanggar prinsip-prinsip syariah.

Di sinilah peran Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) sangat penting. DSN-MUI memiliki
tugas untuk menetapkan fatwa-fatwa syariah yang dapat memberikan pedoman dalam
penerapan QRIS. Fatwa ini akan mencakup aspek-aspek terkait dengan kepatuhan syariah
dalam transaksi yang dilakukan melalui QRIS, mulai dari penggunaan teknologi hingga
mekanisme pembayaran dan peraturan yang mengatur tentang transaksi yang halal. Selain
itu, pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia dan otoritas terkait sangat diperlukan
untuk memastikan bahwa QRIS tidak disalahgunakan atau diterapkan dengan cara yang tidak
sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sebagai contoh, dalam prakteknya, QRIS harus
disesuaikan dengan kebijakan yang berlaku di sektor keuangan syariah dan memastikan bahwa
lembaga-lembaga keuangan syariah, seperti bank syariah, lembaga pembiayaan syariah, dan
lembaga lainnya, dapat mengintegrasikan QRIS dalam layanan mereka dengan memenuhi
kriteria syariah yang telah ditetapkan.

Tidak hanya itu, teknologi yang terus berkembang juga mempengaruhi cara QRIS dapat
diimplementasikan dalam ekosistem keuangan syariah. Di tengah pesatnya perkembangan
teknologi finansial (fintech), QRIS harus terus diperbarui untuk menjaga kesesuaiannya
dengan prinsip-prinsip syariah dan memastikan bahwa penggunaannya tetap dapat
memberikan manfaat yang adil bagi semua pihak. Oleh karena itu, upaya untuk memperbarui
pedoman teknis dan regulasi terkait penggunaan QRIS dalam sistem pembayaran syariah harus
dilakukan secara berkelanjutan.

Pentingnya literasi digital dan edukasi tentang keuangan syariah juga tidak boleh
diabaikan. Pelaku usaha dan konsumen perlu diberikan pemahaman yang memadai mengenai
cara menggunakan QRIS dalam transaksi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan
adanya literasi yang lebih baik tentang kepatuhan syariah dan keuangan digital, diharapkan
QRIS dapat lebih efektif dalam mendorong inklusi keuangan syariah di Indonesia. QRIS
memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu solusi dalam pembayaran yang sesuai dengan
prinsip-prinsip syariah. Sebagai sistem yang memfasilitasi transaksi non-tunai dengan
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menggunakan teknologi digital, QRIS dapat mempercepat digitalisasi dalam ekosistem
ekonomi syariah di Indonesia. Namun, untuk memastikan bahwa QRIS benar-benar mematuhi
prinsip-prinsip syariah, diperlukan regulasi yang jelas dan pengawasan yang ketat, serta
pemahaman yang mendalam mengenai syariah dari semua pihak yang terlibat. Dengan upaya-
upaya ini, QRIS dapat menjadi alat yang efektif untuk mendukung perkembangan ekonomi
syariah di Indonesia dan menciptakan sistem pembayaran yang lebih adil dan transparan.

Tantangan yang Dihadapi oleh Pelaku Usaha dan Konsumen dalam Mengadopsi QRIS Sesuai
dengan Kaidah Syariah

Di era digital yang terus berkembang, sistem pembayaran berbasis teknologi telah
menjadi solusi penting untuk meningkatkan efisiensi dan kemudahan dalam bertransaksi.
Salah satu inovasi yang dihadirkan oleh Bank Indonesia adalah QRIS (Quick Response Code
Indonesian Standard), yang memungkinkan transaksi non-tunai menggunakan QR code yang
dapat diakses melalui berbagai platform pembayaran digital. QRIS telah menjadi solusi yang
sangat membantu bagi pelaku usaha dan konsumen, terutama dalam mendukung inklusi
keuangan di Indonesia. Namun, dalam konteks keuangan syariah, penggunaan QRIS masih
menghadapi sejumlah tantangan, baik dari sisi pelaku usaha maupun konsumen. Terutama
dalam memastikan bahwa transaksi yang dilakukan melalui QRIS benar-benar sesuai dengan
kaidah-kaidah syariah, seperti larangan terhadap riba, gharar, dan maysir.

1. Literasi Digital yang Masih Rendah di Kalangan Pelaku UMKM

Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan tulang punggung ekonomi
Indonesia, termasuk dalam ekosistem ekonomi syariah. Namun, salah satu tantangan utama
yang dihadapi oleh pelaku UMKM dalam mengadopsi QRIS adalah literasi digital yang masih
rendah. Banyak pelaku UMKM yang belum sepenuhnya memahami cara penggunaan QRIS dan
berbagai keuntungan yang dapat diperoleh dari sistem pembayaran ini. Misalnya, banyak yang
belum mengetahui bahwa QRIS memungkinkan transaksi yang lebih cepat dan efisien, serta
mengurangi risiko kesalahan dalam perhitungan uang tunai.

Selain itu, masih ada ketidaktahuan mengenai proses pendaftaran dan verifikasi QRIS.
Beberapa pelaku UMKM merasa kesulitan untuk memahami tahapan yang diperlukan untuk
bisa menerima pembayaran menggunakan QRIS. Padahal, dengan adopsi QRIS, mereka dapat
meningkatkan pelayanan kepada konsumen dan memperluas jangkauan pasar. Tanpa
pemahaman yang baik, pelaku UMKM cenderung enggan untuk beralih dari sistem pembayaran
tunai ke sistem pembayaran digital berbasis QRIS.

2. Kekhawatiran tentang Keamanan Transaksi Digital

Salah satu masalah utama yang dihadapi oleh pelaku usaha dan konsumen dalam
mengadopsi QRIS adalah kekhawatiran terkait dengan keamanan transaksi digital. Meskipun
QRIS dirancang untuk memberikan kemudahan dan keamanan dalam bertransaksi, sebagian
besar pelaku usaha dan konsumen masih merasa cemas tentang kemungkinan adanya
kebocoran data atau transaksi yang tidak sah. Kekhawatiran ini terutama muncul karena
adanya kasus-kasus kejahatan digital, seperti pencurian data pribadi, penipuan online, dan
penyalahgunaan sistem pembayaran elektronik.

Kekhawatiran ini sering kali menghambat konsumen untuk bertransaksi menggunakan
QRIS, terutama di kalangan masyarakat yang belum terbiasa dengan sistem pembayaran
digital. Bagi pelaku UMKM, ketidakpastian terkait dengan keamanannya dapat memengaruhi
keputusan mereka untuk mengadopsi QRIS, meskipun mereka menyadari bahwa sistem ini bisa
meningkatkan efisiensi operasional mereka.
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3. Pemahaman Tentang Kepatuhan Syariah yang Masih Terbatas

Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh pelaku usaha dalam mengadopsi QRIS
adalah pemahaman tentang bagaimana cara menggunakan QRIS secara benar sesuai dengan
prinsip-prinsip syariah. Keuangan syariah mengedepankan prinsip keadilan, transparansi, dan
penghindaran terhadap unsur-unsur yang dilarang, seperti riba (bunga), gharar
(ketidakjelasan), dan maysir (perjudian).

Namun, banyak pelaku usaha yang belum sepenuhnya memahami bagaimana cara
memastikan transaksi melalui QRIS bebas dari unsur-unsur yang bertentangan dengan prinsip
syariah. Misalnya, pelaku usaha mungkin tidak tahu apakah mekanisme yang digunakan dalam
pembayaran berbasis QRIS melibatkan bunga atau spekulasi yang dapat dianggap sebagai riba
atau maysir. Ketidakpahaman ini sering kali menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian
dalam memilih jenis transaksi yang tepat, sehingga bisa berisiko menyebabkan
ketidaksesuaian dengan hukum syariah.

Di sisi lain, banyak konsumen yang belum menyadari bahwa QRIS dapat digunakan dalam
transaksi yang sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah. Mereka mungkin merasa ragu untuk
bertransaksi menggunakan QRIS karena tidak mengetahui apakah pembayaran tersebut sudah
memenuhi kaidah syariah atau belum. Oleh karena itu, penting untuk mengedukasi pelaku
usaha dan konsumen mengenai cara memastikan bahwa transaksi yang dilakukan melalui QRIS
sesuai dengan prinsip syariah.

4. Keterbatasan Infrastruktur dan Akses ke Teknologi

Keterbatasan infrastruktur juga menjadi salah satu tantangan utama dalam mengadopsi
QRIS, terutama di daerah-daerah terpencil atau kurang berkembang. Meskipun QRIS dapat
diakses oleh berbagai bank dan lembaga keuangan syariah, tidak semua daerah di Indonesia
memiliki akses yang memadai terhadap koneksi internet yang stabil. Di daerah-daerah dengan
akses internet yang terbatas, penggunaan QRIS menjadi tidak optimal karena sistem
pembayaran digital memerlukan koneksi internet yang baik dan perangkat yang mendukung.

Bagi pelaku UMKM di daerah-daerah seperti ini, pengadaan perangkat teknologi dan
koneksi internet yang memadai menjadi kendala yang besar. Hal ini menghambat upaya untuk
mengimplementasikan QRIS sebagai sistem pembayaran yang dapat meningkatkan efisiensi
transaksi. Selain itu, meskipun beberapa daerah telah memiliki jaringan internet, masalah
lain yang muncul adalah keterbatasan dalam penguasaan teknologi digital oleh masyarakat
setempat.

5. Ketidaksesuaian Regulasi Antar Lembaga Keuangan

Regulasi yang ada terkait dengan penggunaan QRIS dalam ekosistem keuangan syariah
juga dapat menjadi hambatan dalam implementasinya. Meskipun Bank Indonesia dan Dewan
Syariah Nasional (DSN-MUI) telah memberikan pedoman mengenai penerapan QRIS yang sesuai
dengan prinsip syariah, masih ada beberapa ketidaksesuaian antar regulasi lembaga-lembaga
keuangan yang berbeda. Beberapa bank syariah mungkin masih ragu untuk mengintegrasikan
QRIS dalam layanan mereka, karena ketidakpastian mengenai mekanisme pembayaran yang
sepenuhnya bebas dari unsur riba dan gharar.

Selain itu, dalam praktiknya, bank-bank syariah harus memastikan bahwa platform-
platform pembayaran yang terhubung dengan QRIS mematuhi prinsip-prinsip syariah yang
ketat. Proses verifikasi dan evaluasi terhadap platform-platform ini perlu dilakukan secara
lebih  mendalam untuk menghindari potensi pelanggaran terhadap prinsip syariah.
Ketidaksesuaian antara regulasi yang ada di berbagai lembaga keuangan dapat menyebabkan
kebingungannya pelaku usaha dan konsumen dalam memilih sistem pembayaran yang tepat.
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6. Solusi untuk Mengatasi Tantangan

Untuk mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi dalam adopsi QRIS sesuai dengan
prinsip syariah, beberapa langkah perlu diambil. Pertama, edukasi dan literasi digital menjadi
hal yang sangat penting. Pelaku usaha dan konsumen perlu diberikan pelatihan dan informasi
yang memadai mengenai cara penggunaan QRIS dan bagaimana memastikan bahwa transaksi
tersebut sesuai dengan prinsip syariah.

Kedua, peningkatan infrastruktur digital, terutama di daerah-daerah yang masih
kekurangan akses internet dan perangkat teknologi, harus menjadi prioritas. Pemerintah dan
lembaga terkait perlu bekerja sama untuk memastikan bahwa QRIS dapat digunakan secara
luas di seluruh Indonesia.

Ketiga, pengawasan yang lebih ketat terhadap implementasi QRIS perlu dilakukan untuk
memastikan bahwa transaksi yang dilakukan melalui sistem ini benar-benar sesuai dengan
prinsip-prinsip syariah. Regulasi yang ada perlu diselaraskan agar semua lembaga keuangan,
baik konvensional maupun syariah, dapat beroperasi dengan prinsip yang sama.

Dengan langkah-langkah ini, QRIS dapat diadopsi dengan lebih luas dan memberikan
manfaat yang besar bagi pelaku usaha, konsumen, dan perekonomian Indonesia secara
keseluruhan, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariah yang mendasarinya.

KESIMPULAN

Secara keseluruhan, QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) memiliki potensi
besar untuk memperkuat sistem pembayaran dalam ekosistem keuangan Islam. Sebagai
inovasi yang menawarkan kemudahan dan efisiensi dalam transaksi, QRIS dapat menjadi solusi
tepat bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang ingin melakukan transaksi
sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan QRIS, pelaku UMKM dapat menikmati berbagai
manfaat, seperti kecepatan transaksi, efisiensi operasional, dan kemudahan dalam mengelola
pembayaran tanpa harus bergantung pada metode tunai yang lebih rawan terhadap kesalahan
atau penipuan.

Namun, untuk memastikan potensi QRIS dapat terwujud secara maksimal, sejumlah
tantangan harus diatasi terlebih dahulu. Salah satu tantangan utama adalah literasi digital
yang masih rendah di kalangan sebagian besar pelaku UMKM. Banyak pelaku usaha yang belum
memahami secara mendalam bagaimana cara menggunakan QRIS, serta manfaat yang dapat
diperoleh dari sistem pembayaran digital ini. Oleh karena itu, penting bagi berbagai pihak,
termasuk pemerintah, lembaga keuangan, dan organisasi terkait, untuk memberikan edukasi
dan pelatihan mengenai penggunaan QRIS, serta mengedukasi pelaku UMKM tentang cara
memaksimalkan teknologi ini untuk mendukung keberlanjutan usaha mereka.

Selain itu, tantangan lain yang tak kalah penting adalah pemahaman yang belum
merata tentang kepatuhan syariah. Agar QRIS dapat digunakan sesuai dengan prinsip-prinsip
syariah, pelaku usaha dan konsumen perlu memiliki pemahaman yang kuat mengenai unsur-
unsur yang harus dihindari dalam transaksi, seperti riba, gharar, dan maysir. Tanpa
pemahaman yang jelas mengenai aspek-aspek tersebut, risiko terjadinya transaksi yang tidak
sesuai dengan hukum syariah sangat besar. Oleh karena itu, pembekalan tentang prinsip-
prinsip syariah dalam penggunaan QRIS harus menjadi fokus utama dalam upaya implementasi
sistem ini.

Keterbatasan infrastruktur juga menjadi hambatan yang harus diperhatikan dalam
penerapan QRIS, terutama di daerah-daerah dengan akses terbatas terhadap internet dan
teknologi. Meskipun QRIS dapat diterapkan di berbagai lembaga keuangan syariah, namun jika
infrastruktur pendukung tidak memadai, implementasi QRIS akan terhambat. Oleh karena itu,
upaya pemerintah untuk meningkatkan akses dan kualitas infrastruktur digital di seluruh
wilayah Indonesia sangat penting. Tanpa adanya akses yang memadai, QRIS tidak akan bisa
diimplementasikan secara efektif di seluruh Indonesia.
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Dalam rangka memastikan setiap transaksi yang dilakukan menggunakan QRIS bebas
dari unsur riba, gharar, dan maysir, diperlukan regulasi yang jelas dan pengawasan yang ketat
dari lembaga-lembaga terkait. Regulasi yang baik akan memberikan pedoman yang jelas
mengenai mekanisme transaksi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Selain itu,
pengawasan yang terus-menerus perlu dilakukan untuk memastikan bahwa lembaga keuangan
dan pelaku usaha selalu mematuhi aturan yang ada. Dengan adanya pengawasan yang kuat,
masyarakat akan lebih percaya untuk menggunakan QRIS, karena mereka tahu bahwa
transaksi yang mereka lakukan terjamin sesuai dengan hukum syariah.

Secara keseluruhan, QRIS menawarkan potensi yang sangat besar bagi kemajuan sistem
pembayaran digital yang sesuai dengan prinsip syariah. Dengan mengatasi tantangan yang
ada, QRIS dapat menjadi alat yang sangat efektif untuk mendukung inklusi keuangan syariah
di Indonesia, meningkatkan kesejahteraan pelaku UMKM, dan memperkuat ekonomi Indonesia
secara keseluruhan.
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